LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 34

TAHUN 1895 SERT : A NO. 1

PERAEURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

' NOMOR 6 TAHUN 1994

g TENTANG

"PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ‘BANYUMAS

Mehimbang

Mengingat

‘A

1.

bahwa' ketentuan 'pajak potong hewan
yang diatur 'dalam °Peraturan Daerah
Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas
tanggal 30"September 1959, diundangkan
dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri
C Tahun 1961 Nr. 28 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah - Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1983
tentang Perubahan Keempat Peraturan
Daerah - Daerah 'Swatantra Tingkat II
Banyumas tanggal 30 September 1959
tentang Mengadakan ‘dan Memungut Pajak
Potong Hewan dirasa sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan, sehingga
perlu ditinjau kembali ;

bahwa berhubung dengan itu perlu
menetapkan Kkembali Peraturan Daerah
tentang Pajak Potong Hewan ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang  Pembentukan - Daerah-daerah
Kabupaten Dalam ' Lingkungan Propinsi

- jawa Tengah ;

1

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

11/Drt.

_undang: NomoI Tahy,
Ung";‘ngtentang peraturan - Umum paja]‘:
19 " (Lembaran Negara Repuhlik

paeral n 1957 Nomor 56 T
esia Tahun .o°r lambg.
ﬁgﬁogembaran Negara Republik Indonesj,

Nomor 1287) 7

-undang Nomor 6 Tahun 1967
Eggizgg Ketentuan-ketentuan Pokok
peternakan dan Kesghatan Hewax} (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahyp
1967 Nomor 10, Tambghan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

Undang-undang Nomor 5 Tr—:lhun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tamba-
han Lembaran-Negara Republik Indonesia

~Nomor 3037) ;

Peraturan .Pemerintah. Nomor 3 Tahun
1957 . tentang. Penyerahan Pajak-pajak
Negara:Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik ' Indonesia Tahun 1957 Nomor

10, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Nomor 1155) ;

Keputusan Mehteri D_ala‘m’ Negeri Nomor

18)4 Tahun- 1993 tentang- Bentuk Peraturan
Aaerah dan Peraturan,’Daerah Perubahan;

giiaﬁuian ‘Daerah - .Kabupaten Daerah
1982 :enf-_I -Banyumas;. .Nomor 11 Tahun
Kewenangaing Penunjukan, Pengangkatan,
Negeri gsj ‘1an Pemberhentian Pegawal
merintah 1%1 Sebagai Penyidik Pada Pe-
Banyumas ?blll‘p aten Daerah Tingkat II
Daerah . 7ip embaran Daerah . Kabupaten

‘ k . .
Tahun 19g¢ Ngm?,: 5?1. Banyumas Seri D
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Dengan. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSEKAN

Menetapkan -: | [PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

iy TINGKAT, ITI BANYUMAS TENTANG PAJAK POTONG
'KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yaﬁg”dimakéﬁd dengan :

ae.

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Banyumas ; - ;_ [

'Dewan prPerwakilan -Rakyat Daerah adalah .Dewan. Per-—

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II
Banyumas ; nea ko
Inspektorat Wilayah ' adalah -Inspektorat -Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ; 3

Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas™;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
Hewan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, babi, kam-
bing atau domba ; ¢ {:aa9

Memotong adalah perbuatan menyembelih untuk membu-

nuh-héwan dan: segala. ‘tindakan-yang. nyata-nyata

dianggap“ sebagai perbuatan yang. ditujukan untuk
pembunuhan - tersebut,  serta tindakan selanjutnya
terhadap hewan yang dibunuh, baik dengan mengguna-

“kan'mesin jatau-alat lainnya ' dengan. mengindahkan:
‘“aturan-aturan-agama ; - s ‘

Pemotongan Darurat adalah pemotongan yangiterpaksa
harus dilakukan karena : hewan mengalami kecela-

““kaan, . hewan mengalami’luka-luka -akibat diserang

binatang' ‘buas, hewan menderita penyakit . menular
yang menurut ahli perlu‘diberantascdan:hewan: yang

3

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(1)

(2)

(1)

(2)

‘

atau berdasarkan .

. ac
keputusan ahll perlu g at

1 Potongy?hg

an hajat adalah Pemotongan jg

) . 1ixan usaha atau mata pencaharis . Ya
adlﬁzaha adalah Pemotongan hewg s T 4g

. aha_atau mata Pencahar;, yang
adalah semua bagian tubuh hewan n,

Yang
tong, kecual

gilahirkan
ta menurut

i kulit, tulang, tanduk atay g ukud%p‘)‘
Kas Daerah adalah Kas Pemerlntah Kabupatep b

. ae
ringkat II Banyumas ; Tah

pajak adalah pajak Potong Hewan.
BAB II
SUBYEK DAN OBYEK PAJAK
| Pasal 2

Subyek Pajak adalah setiap orang yang memotop
hewan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 17
Banyumas. : ‘

Obyek Pajak adalah setiap hewan yang dipotong.

BAB IIX
PERIZ_INAN
Pasal 3

Semua hewan yang akan dipotong harus mendapatke?
1zln memo tong hewan dari Dinas peternakal:
kecuali dalam hal pemotongan darurat.

diber?

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pinas

]322 setelah  Pajak lunas dibayar kepada
ernakan atau petugas yang ditunjuk.

geldl

ai 1 '
jutnya q;2oimana dimaksud dalam ayat (1)'sebagal

_ Sebut Surat. Poton berlaku
tanda bukti Pembayaran Pajak.g"

4 A
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(4)

Pemotongan darurat Sebagaimana ‘dimaksud dalam

ayat (1), tidak menghapuskan kewa-i ala
hewan untuk membayar Pajak. ajiban ‘pemilik

‘BAB IV
“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4 '

Tata cara mempgroleh Surat Potong, baik'béntuk, isi
dan warnanya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Daerah. s & ¢ :

Pasal 5 . "

Pemotongan hewan ' untuk . keperluan ' upacara-upacara
keagamaan atau adat, tidak dipungut ‘pajak.

Te r

(1)

(2)

(1)

‘Pasal- 6

Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali
oleh pemegang surat potong, apabila daging dari
hewan yg dipotong setelah diperiksa oleh ahli
ternyata tidak dapat atau berbahaya untuk dimakan

Tata cara dan persyaratan mendapatkan kembali
pembayaran pajak yang telah dibayar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),_diatur lebih lanjut oleh

Bupati Kepala Daerah.

BAB V
TARIP PAJAK
Pasal 7
Besarnya Pajak ditetapkan berdasarkan kelipatan

harga perkilogram dagingsebagaiberikut:
a. Sapi / kerbau / kuda :

5
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

a sebesar 2 X harga p

ah e
_ pemotongaln Eijat sebesar 1,5 X harga rekg.
_ pemotongal at sebesar 1 x harga .. kg
_ pemotongan darts 92 per kg,
5. Kambing /. 90HP2. ¢ :
aha -sebesar 2/3 x ha
_ pemotongan 4% rga Ber
kg. - ; sebesar 1/2 x
_ pemotongan hajat / hargy B
kg . besar 1/4 '
- pemotongan darurat se /4 X harga -
kg .
C. _‘?a'f,’ém;tongan usaha sebesar 4 x harga per kq.
- Pemotongan hajat sebesar 3 X harga per kg.
_ pemotongan darurat sebesar 2 x harga per 'y

cuna menentukan besarnya nominal pajak sebagaip,.
na dimaksud ayat (1) pasal 1ini, Kepala Daery
secara periodik menetapkan harga daging hewgy
perdasarkan harga pasaran umum yang berlaku.

Hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalap
ayat (1), disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 8

Dilarang memotong hewan tanpa dilengkapi dengan
izin memotong hewan sebagaimana dimaksud dalanm
Pasal 3 ayat (1).

Dilzflrang menyimpan, menawarkan dan atau menjua}
daging hewan yang dipotong tanpa dilengkap.
dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (1).

Dilarang menjual atau memberikan daging hewa?

{ang berasal dari pemotongan hajat atau Pe"o

agngan hewan untuk keperluan upacara keagamad®
au adat kepada orang lain untuk dijual.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal o9

Barang  sSlapa melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalan Pasal 8, diancam pidana kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-
besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dal
a
(1), adalah pelanggaran. m ayat

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 10

Selain .oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dapat juga ‘dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di 1lingkungan Pemerintah
Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseo-
rang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

C. menyuruh  berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

€. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
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(3)

(1)

(2)

(3)

tuk didengar
. rang un ;
dlperlksakarl oran 1i yang dlperlukan dahm

s ksaan perkara

. emeriksa ’
g hubungan.deggagegyidikan setelah mendapat e
tika ik Umum bahwa tidak teﬁh\

h. menghen . Penyid
. darl 5 ] [
tunjuk pukti atau peristiwa tersebut

kup . i d ]
pat Ccu tindak pidana dan selanjyt
bukafll ?erggzk?nik umum  memberitahukanp Eaeli
?2i2eﬁut kepada Penuntut Umum, tersangka at,
keluarganya;in dakan lain menurut hukum ‘Yang

. mengadakan t :
’ finapgt dipertanggung jawabkan.

£. memand

idikan Penviq:

melaksanakan tugas penyldlXxan, yidix
gz;:?zai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalay
ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengay

Pejabat Penyidik Umum.
- BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Dinas Peternakan dan Dinas Pendapatan Daerah
bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan

Daerah ini.

l?er}gawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

Untuk }.cepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan
biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 1

Hal-hal yang belum diatyr
i sepanjang mengenai pelaksandalam Peraturan Daerah

gudian oleh Bupati Kepala Daera;?nnya akan diatur ke-

Pasal 13

Dengan berlakunya Perg
peraturan Daerah Daerah Swat
+anggal 30 September 1959, g
paerah Jawa Tengah Seri
pana telah beberapa kali
aturan Daerah Kabupaten
yomer 3 Tahun 1983 tentang
ran Daerah Daerah Swatantra
gal 30 September 1959 tentan
pajak Potong Hewan, dinyatak

turan Daerah

antra Tingkat
lundangkan dalam Lemb

aran

€ ?ahun 1961 Nr. 28 sebagai-

diubah terakhir dengan Per-

Peyubahan Keempat - Peratu-
Tingkat II Banyumas tang-

g Mepgadakan dan Memungut
an tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku

sisndangksn pada tanggal
iun o

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS

BANYUMAS
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd.
WARSONO DJOKO SUDANTOKO
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. telah disahkan dengan Keput
inl

us
23 Oktober 1995 Nq an
Menteri Da 616
33.=

973.524- erah Kabupaten

dalam Lembaran4Dzanggal 6 NopemberDaerah
DiundangkinBanYumaS Nomor 3 1995
ringkat I
seri A

gekretaris Wilayah/Dag, ah
Tingkat II Banyumag

cap: ttd.

prs. SOEDIMNay

——m

Pembina
NIP : 500 034 843
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PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomoy
3 Tahun 1957 tentang' Penyerahan Pajak Negar,
kepada Daerah, maka Pajak Potong Hewan sebagaimap,
diatur dalam Ordonansi Pajak Potong . 193¢ ey
nangan pemungutannya diserahkan kepada Daerap
Tingkat II.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka
di Kabupaten Daerah Tingkat 1II Banyumas telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September
1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa
Tengah Seri C Tahun 1961 Nr. 28 vyang mengalami
beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor
3 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Daerah Swatantra Tingkat ITI Banyumas tanggal 30

September 1959 tentang Mengadakan dan Memungut
Pajak Potong Hewan.

Bahwa dalam Perkemban j ternya’

gan selanjutnya ‘

gggiPegatuaran daerah tersebut sudal'Jx tidak sesu;l;
€ngan Perkemban ik itu ya

nenyangkut bentuk peratupnn oo ocans bai

pajak  yang diatu ; ena itt
Perlu ditinjay kem;a]_?l dalamnya, oleh karena
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Mengingat . Peratyr

telah.mengalami Perubahan lebih dteFSebut di atas

mele- . :
pagai pengganti Peraturan Daerap laﬁgerah baru se-

y1. PENJELASAN PASAL DEMI PAsaL

pasal 1 'hurufi‘a s/d‘g-: Cukup jelas.

pasal 1»huruf h

Yang dimaksud d

_w"ahli" adalah dokter ﬁgggg
~“pada D@nastpeternakan-atau
Pegawai pada Dinas Peter-
-nakan yang:'ditugasi ' -untuk

menangani pekerjaan
pemeriksaan hewan dan
daging.

Pasal 1 huruf i,s/d m : Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 4

Yang dimaksud dengan
pemotongan hewan untuk
memenuhi kebutuhan upaca-

Pasal 5

ra-upacara keagamaan
misalnya pemotongan hewan
pada Hari Raya

Kurban. Sedangkan yang
dimaksud dengan pemotongan
hewan untuk mgmenuhl
upacara adat misalnya
pemotongan kambing dalam
upacara sedekah bumil,

pemotongan

Pemerintah u
ngati hari-
upacara-upacara 2
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pasal 6 ayat (1)

pasal 6 ayat (2)
pasal 7 ayat (1)

pasal 7 ayat (2)

‘pasal 7 ayat (3)°

- pasal 8 s/d 4 ARy i

*e

vyang dimakSUd d

nghli" adalah ahli Sngay
gaimana = dimaksud Jopas
pasal 1 huruf h. dalay,

Cukup ﬁelas.
cukup Jjelas.

vyang ~dimaksud Dewan p
wakilan Rakyat Da o
adalah ' - Pimpinan - -De:rah
Ketua Fraksi dan Keﬁﬂ'
| , a

‘Komisi.
Cukup jelas.

cukup jelas.
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UTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
KEP
NOMOR 973.524.33-616

TENTANG |
DAERAH KABUPATEN DAERAH
PENGIi:SE;%};:N 111% NOMOR 6 TAHUN 1994
N TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

MENTERI DALAM NEGERI

h Tingkat

. Surat Gubernur Kepala Daeya I

i Jawa Tengah tanggal 7 Jull 1994 Nomor.
188.3/004939 perihal Permohonan Penge-

sahan Peraturan Daerah ;

Membaca H

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1994
tentang Pajak Potong Hewan.

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendapa-
tan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas telah menetap-
kan Peraturan Daerah tentang Pajak Potong
Hewan yang pengaturannya sudah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, maka perlu nenetapkan pengesa-

hanny{a dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri.

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

E:ntang Pokok-pokok Pemerintahan di
ne:Fah (Lembaran Negara Republik Indo-
18 Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan

r o .
Nomor 3037) ; Republik  Indonesia
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4

Menétapkan :

Pasal 7,

(1) Besarnya Pa

2.

3.

ordonansi Pa‘jak Potong 193¢ .

Undang-undang Nomor

11 Dr
ten;gng Peraturan Umunm ;aggiunpa1957
(Lembaran Negara Republik Indoneré'lh
Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembzi;g

Negara Republik .
1287) : Indonesia Nomor

Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tah

1967 Fentang Pemberian Kuasa Ke agg
Menter} Dalam Negeri Untuk Menaﬁda-
tanganl Surat-surat Keputusan Presiden

tentang Pgngesahan Peraturan Daerah
dan Pemberian Pensiun ;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6
Tahun 1994 tentang Pajak Potong Hewan,
dengan perubahan :

ayat (1) danv(2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

jak ditetapkan berdasarkan kelipatan

harga perkilogram dagingsebagaiberikut:

a. Sapi / kerbau / kuda :
- Pemotongan usaha sebesar 2 x harga per kg.

- Pemotongan hajat sebesar 1,5 x harga per Kkg.
e Pemotongan.darurat sebesar 1 x harga per Kkg.

b. Kambing / domba :
- Pehotongan usaha sebesar 2/3 x harga per

kg.

- Pemotongan hajat sebesar 1/2 x harga Pper

kg.
- Pemotongan darurat sebesar 1/4 x harga

kg .

per
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(2)

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada

1.
2.
3.
4.

Gy BaDL s pesar 4 x harga per
- ngan usaha S€ kg.
ne gs;}gggngan hajat sebesar 3 x harga per kg‘.

- Pemotongan darurat sebesar 2 X harga -
kg.

rnya nominal pajak sebagajp,.

na dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerap,

secara periodik menetapkan harga daging heyyy
berdasarkan harga pasaran umum. yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1995

Guna menentukan besa

MENTERI DALAM NEGERI
cap.- ttd.

MOH. YOGIE S.M.

Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta ;

sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta ;

Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam negeri

di Jakarta ;
Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah Departemen Dalam negeri di Jakarta;
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

di Semarang ;
Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di

Purwokerto ;
Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyah Daerah Kabupa-

ten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
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